
GUBERNUR KALIMANTAN TIM UR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 65 TAHUN 2019 

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan  Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 30 Tahun 2018 pada Lampiran I Bab II Model 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diarea 
nomor 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun  2014 tentang Pedoman 
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, d ipandang 
perlu m enyusun  pedoman akuntabi l i tas  kinerja terkait dengan 
pengukuran  keberhasi lan dalam pengelolaan akuntabili tas  
kinerja;

b .  bahwa Peraturan G ubernur  Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan  Pelaporan Kinerja 
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur sudah  tidak sesuai dengan ketentuan 
pera turan  perundang-undangan  saa t  ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan  pert imbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hu ru f  a dan  hu ru f  b, perlu m ene tapkan  Peraturan 
G ubernur  tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  1956 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Qtonom Provinsi Kalimantan Barat,  Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tam bahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 106);
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3. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  Pem erintahan 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 
Nomor 244, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaim ana telah d iubah  beberapa kali dengan 
U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 Lentang Perubahan 
Kedua Atas U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
Pem erin tahan  D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

4. P era tu ran  Pem erintah Nomor 8 T ahun  2006 ten tang  Pelaporan 
K euangan dan  Kinerja In stansi Pem erintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun  2006 Nomor 25, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. P era tu ran  Presiden Nomor 29 T ahun  2014 ten tang  Sistem  
A kuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 80);

6. P era tu ran  M enteri Pendayagunaan A paratu r Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 T ahun  2014 ten tan g  Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 
Reviu Atas Laporan Kinerja In stansi Pem erintah (Berita 
Negara Republik Indonesia T ahun  2014 Nomor 1842);

7. P era tu ran  Menteri Negara Pendayagunaan A paratur Negara 
dan  Reformasi B irokrasi Nomor 30 T ahun  2018 ten tan g  
P erubahan  Atas P era tu ran  Menteri Pendayagunaan  A paratur 
Negara dan  Reformasi B irokrasi Nomor 14 T ahun 2014 
ten tang  Pedom an Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi 
Pem erintah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2018 
Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI 
PEM ERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam P era tu ran  G ub ern u r ini yang d im aksud  dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. G ubernur adalah  G ubernu r K alim antan Timur.

i
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3. Pem erintah D aerah adalah  G ubernu r sebagai u n su r  penyelcnggara 
P em erin tahan  D aerah yang m em im pin pe laksanaan  u ru sa n  pem erin tahan  yang 
m enjadi kew enangan daerah  otonom Provinsi K alim antan Timur.

4. Instansi Pem erintah adalah  u n su r  penyelenggaraan pem erin tahan  Daerah.

5. Perangkat D aerah adalah  u n su r  pem ban tu  G ubernu r dan  Dewan Perwakilan 
Rakyat D aerah dalam  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  yang m enjadi 
kew enangan D aerah.

6. Perjanjian Kinerja adalah  su a tu  pernyataan  k in erja /k e sep ak a tan  k inerja / 
perjanjian kinerja an ta ra  a tasan  dan baw ahan u n tu k  m ew ujudkan target 
kinerja te rten tu  b erd asark an  pada sum ber daya yang dimiliki sesuai P eraturan  
Menteri P endayagunaan  A paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 
T ahun 2014 ten tang  P etun juk  Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata C ara Reviu Atas Laporan Kinerja In stansi Pem erintah.

7. Laporan Kinerja adalah  ik h tis a r  yang  m en je la sk an  seca ra  rin g k as  dan  
lengkap  te n ta n g  c ap a ia n  k inerja  yang  d isu su n  b e rd a sa rk a n  ren c a n a  kerja  
yang  d ite ta p k a n  da lam  ran g k a  p e la k sa n a a n  an g g a ra n  p e n d a p a ta n  dan  
be lan ja  d a e ra h .

8. Laporan Kinerja In stansi Pem erintah yang se lan ju tnya  d isingkat LKjlP adalah  
perw ujudan kew ajiban su a tu  in stansi pem erin tah  u n tu k  
m em pertanggungjaw abkan keberhasilan /kegagalan  pe laksanaan  misi 
organisasi dalam  m encapai tu ju an -tu ju an  dan sa sa ra n -sa sa ra n  yang telah 
d ite tapkan  m elalui a la t pertanggung jaw aban  secara  periodik.

9. Sistem  A kuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah yang selan ju tnya d isebut 
SAK1P adalah  in stru m en  yang d igunakan  in stansi pem erin tah  dalam  m em enuhi 
kewajiban u n tu k  m em pertanggungjaw abkan keberhasilan  dan kegagalan 
pelaksanaan  misi organisasi, terdiri dari berbagai kom ponen yang m erupakan  
sa tu  k esa tu an , yaitu  perencanaan  strategis, pe rencanaan  kinerja, pengukuran  
kinerja, pelaporan k inerja dan  evaluasi kinerja sesuai P eratu ran  Presiden 
Nomor 29 T ahun  2014 ten tang  Sistem  A kuntabilitas Kinerja Instansi 
Pem erintah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2014 Nomor 80).

10. Aparat Pengawas In tern  Pem erintah yang selan ju tnya  d isingkat APIP adalah 
ap ara t yang m elakukan  pengaw asan m elalui aud it, reviu, evaluasi, 
p em an tauan , dan  kegiatan pengaw asan lain terhadap  penyelenggaraan tugas 
dan  fungsi o rganisasi pada Perangkat D aerah Provinsi K alim antan Timur.

l l . I n d ik a to r  Kinerja U tam a yang selan ju tnya d isingkat IKU adalah  u k u ran  
keberhasilan  dari su a tu  tu ju an  dan  sa sa ran  strategis organisasi.

12. R encana Kinerja T ahunan  yang selanjunya d isingkat RKT adalah  proses 
p enyusunan  rencana  kinerja sebagai pen jabaran  dari sa sa ran  dan  program  
yang telah d ite tapkan  dalam  R enstra  (perencana lima tahun), yang akan 
d ilaksanakan  oleh sa tu an  o rgan isasi/k inerja  melalui berbagai tah u n an .
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13. Rencana Pem bangunan  Jan g k a  M enengah D aerah yang selanju tnya disingkat 
RPJMD adalah  pen jabaran  dari visi, misi dan  program  Kepala D aerah yang 
penyusunannya  berpedom an pada RPJPD serta  m em perhatikan  Rencana 
Pem bangunan Ja n g k a  M enengah Nasional.

Pasal 2

(1) P eratu ran  G ubernu r ini d im aksudkan  sebagai pedom an dalam  penyusunan  
dokum en Perjanjian Kinerja dan  Laporan Kinerja.

(2) Peratu ran  G ubernu r ini b e r tu ju a n  u n tu k  m eningkatkan  akun tab ilitas, 
tran sp a ran si dan  kinerja Instansi Pem erintah.

Pasal 3

Ruang lingkup dari P era tu ran  G ubernur ini terdiri atas:

a. perjanjian k inerja Pem erintah Provinsi;
b. perjanjian k inerja  bagi Pejabat Pim pinan Tinggi, Pejabat A dm inistrator, Pejabat 

Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana;
c. pengukuran  kinerja;
d. laporan Kinerja; dan
e. reviu LKjlP.

BAB II
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu 
Dokum en Perjanjian Kinerja

Pasal 4

(1) Pem erintah D aerah m enyusun  dokum en Perjanjian Kinerja tingkat 
Pem erintah D aerah setelah penetapan Peratu ran  D aerah ten tang  Anggaran 
P endapatan  dan  Belanja D aerah.

(2) D okum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h a ru s  
m em perhatikan:

a. rencana pem bangunan  jangka  m enengah Daerah;
b. indikator k inerja u tam a Pem erintah Daerah;
c. rencana k inerja ta h u n a n  Pem erintah D aerah dan  rencana kerja 

Pem erintah D aerah; dan
d. dokum en anggaran  pendapatan  dan belanja daerah .

(3) Dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dan 
ayat (2) m em uat pernyataan  dan lam piran form ulir yang berisi:
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a. sa sa ran  strategis;
b. IKU Pem erintah D aerah; dan
c. target kinerja, program  dan anggaran.

(4) Form at pernya taan  dan  lam piran dokum en Perjanjian Kinerja 
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3) te rcan tum  dalam  Lam piran I dan 
Lam piran II yang m erupakan  bagian tidak te rp isahkan  dari Peratu ran  
G ubernur ini.

(5) Form at R encana Kinerja T ahunan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 
h u ru f c te rcan tum  dari Lam piran III yang m erupakan  bagian tidak 
terp isahkan  dalam  P era tu ran  G ubernur ini.

Pasal 5

Dokumen Perjanjian Kinerja P e m e rin ta h  D a e ra h  sebagaim ana d im aksud dalam  
Pasal 4 d isam paikan  G ubernu r kepada Presiden m elalui M enteri Pendayagunaan 
A paratur Negara dan  B irokrasi Reformasi dan  M enteri Dalam  Negeri paling lam bat 
1 (satu) bu lan  setelah dokum en anggaran  d isahkan  a ta u  setelah APBD dite tapkan .

Bagian Kedua 
Revisi Perjanjian Kinerja

Pasal 6

Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 5 d ap a t direvisi 
a tau  d isesuaikan  dalam  hal:

a. terjadi pergan tian  a tau  m utasi pejabat;
b. p e rubahan  dalam  strategi yang m em pengaruhi pencapaian , tu juan  dan 

sa sa ran  seperti p e ru b ah an  program , kegiatan dan  alokasi anggaran; d a n /a ta u
c. pe ru b ah an  p rio ritas a ta u  asum si yang berak ibat secara  signifikan dalam  

proses pencapaian  tu ju an  dan  sasa ran .

BAB III
PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI,

PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, PEJABAT FUNGSIONAL, DAN
PEJABAT PELAKSANA

Pasal 7

(1) Pejabat Pim pinan Tinggi, Pejabat A dm inistrator, Pejabat Pengawas, Pejabat 
Fungsional dan  Pejabat Pelaksana di lingkungan Pem erintah Daerah 
m enyusun  dokum en Perjanjian Kinerja In stansi Pem erintah setelah 
penetapan Pera turan  Daerah t e n ta n g  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja 
D aerah.
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(2) Dalam pen y u su n an  dokum en Perjanjian Kinerja oleh Pejabat Pim pinan Tinggi 
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d itandatangan i an ta ra  Kepala Perangkat 
D aerah dengan G ubernu r dan  a n ta ra  Kepala Biro dengan Sekretaris Daerah.

(3) Dalam pen y u su n an  dokum en Perjanjian Kinerja oleh Pejabat A dm inistrator, 
Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan  Pejabat Pelaksana sebagaim ana 
d im aksud pada ayat (1) dengan keten tuan :

a. u n tu k  Pejabat A dm inistrator d itandatangan i a n ta ra  S ekretaris/K epala  
B agian/K epala B idang/K epala UPT dengan Pejabat Pim pinan Tinggi;

b. u n tu k  Pejabat Pengaw as d itandatangan i a n ta ra  Kepala Subbag/K epala 
S ubb id /K epala  Seksi dengan Sekretaris/K epala  B agian/K epala 
B idang/K epala UPT; dan

c. u n tu k  Pejabat Fungsional dan  Pejabat Pelaksana  d itandatangan i oleh a ta san  
langsungnya.

(4) Dalam p en y u su n an  dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) dan  ayat (2) h a ru s  m em perhatikan:

a. RPJMD;
b. dokum en rencana  strategis;
c. IKU In stansi Pem erintah;
d. RKT; dan
e. dokum en penganggaran  d a n /a ta u  pe laksanaan  anggaran.

(5) Dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dan 
a y a t (2) m em uat pernya taan  dan  lam piran form ulir yang berisi:

a. sa sa ran  strategis;
b. indikator kinerja;
c. target kinerja; dan
d. program , kegiatan dan  anggaran.

(6) Form at pernyataan  dan  lam piran dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana 
d im aksud pada ayat (5) te rcan tum  dalam  Lam piran IV sam pai dengan XIII 
yang m erupakan  bagian tidak terp isahkan  dari P era tu ran  G ubernu r ini.

(7) Form at RKT sebagaim ana d im aksud pada ayat (4) h u ru f  d tercan tum  dalam  
Lam piran XIV yang m enjadi bagian tidak te rp isahkan  dari Peraturan  
G ubernur ini.

Pasal 8

Dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada Pasal 7 yang telah 
d itandatangan i Pejabat Pim pinan Tinggi, Pejabat A dm inistrator, Pejabat Pengawas, 
Pejabat Fungsional, dan  Pejabat Pelaksana d isam paikan  kepada G ubernur 
m elalui S ek re ta r is  D aerah  Cq. Biro O rgan isas i d a n  te m b u s a n  In sp ek to ra t  paling 
lam bat 1 (satu) bu lan  setelah  D okum en P elaksanaan  Anggaran Instansi Pem erintah 
d isahkan.
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Pasal 9

S asaran  dan Indikator yang h a ru s  d im uat dalam  dokum en Perjanjian Kinerja
meliputi:

a. perjanjian  kinerja Kepala Perangkat D aerah a ta u  Pejabat Pim pinan Tinggi 
m em uat sa sa ran  stra teg is Perangkat D aerah a tau  kondisi terakh ir yang 
seharusnya  terw ujud pada tah u n  yang b ersangku tan  dan  IKU yang 
m enggam barkan hasil-hasil yang u tam a dan kondisi yang ingin diw ujudkan;

b. perjanjian kinerja Kepala UPT/Kepala B ag ian /B id an g /S ek re ta ris  a tau  setara 
Pejabat A dm inistrator m em uat sa sa ran  program  a tau  kondisi terakh ir yang 
seharusnya  terw ujud pada tah u n  yang b ersangku tan  dan Indikator Kinerja 
Program yang relevan dengan sa sa ran  a tau  kondisi yang m enggam barkan hasil 
kinerja pada b idangnya/bag iannya;

c. perjanjian  kinerja Kepala Sub B ag ian /S ub  B idang /S eksi a ta u  se ta ra  Pejabat 
Pengawas m em uat sa sa ran  kegiatan a tau  kondisi te rakh ir yang seharusnya 
terw ujud pada tah u n  yang bersangku tan  dan Indikator Kinerja Kegiatan yang 
relevan dengan sa sa ran  a ta u  kondisi yang ingin diw ujudkan; dan

d. Perjanjian Kinerja Ja b a ta n  Fungsional dan Ja b a ta n  Pelaksana m em uat sasa ran  
dari kondisi yang seharusnya  terw ujud dari o u tp u t rincian tugas Ja b a ta n  dan 
Indikator Kinerja Individu yang relevan dengan sa sa ran  a ta u  kondisi yang ingin 
diw ujudkan.

Pasal 10

Bagi Perangkat D aerah yang dalam  m encapai k inerjanya d idukung  oleh dana 
dekonsen trasi serta  anggaran  pendapatan  dan  belanja D aerah dalam  rangka tugas 
pem ban tuan , h a ru s  m em berikan  penjelasan  yang cu k u p  m engenai proporsi alokasi 
dana  tersebut.

Pasal 11

Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 8 dapat direvisi 
a tau  d isesua ikan  dalam  hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a. terjadi pergan tian  a ta u  m utasi pejabat;
b. pe ru b ah an  dalam  strategi yang m em pengaruhi pencapaian , tu ju an  dan 

sa sa ran  seperti p e ru b ah an  program , kegiatan dan  alokasi anggaran; d a n /a ta u
c. p e rubahan  prioritas a tau  asum si yang berak ibat secara  signifikan dalam  

proses pencapaian  tu ju an  dan  sasa ran .

BAB IV
PENGUKURAN KINERJA 

Pasal 12

(1) Perjanjian Kinerja dirinci pada  R encana Aksi a ta s  Kinerja yang te rtuang  dalam  
Sistem  Aplikasi.
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(2) Pengukuran  Kinerja Pem erintah D aerah dan  Instansi Pem erintah d ilakukan 
dengan m elalui Sistem  Aplikasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1).

(3) Pengukuran  kinerja sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) d ilakukan  secara 
berkala setiap  triw ulan dan di akh ir tahun .

(4) Hasil pengukuran  kinerja secara berkala  sebagaim ana d im aksud pada ayat
(3) d isam paikan  kepada G ubernur melalui S ekretaris D aerah Cq. Biro 
O rganisasi paling lam bat tanggal 10 setelah berakh irnya  triw ulan yang 
bersangku tan .

(5) Hasil pengukuran  kinerja seperti d im aksud pada ayat (4) dilaporkan dalam  
laporan k inerja  In stansi Pem erintah.

BAB V
LAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu 
LKjlP Pem erintah D aerah

Pasal 13

(1) Setiap akh ir ta h u n  Pem erintah D aerah wajib m enyusun  LKjlP.

(2) Dalam m elaksanakan  kewajiban sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1), 
G ubernur m enetapkan  Tim Penyusun LKjlP.

(3) Tim Penyusun  LKjlP sebagim ana d im aksud  pada ayat (2) bertugas m engolah 
dan  m em validasi d a ta  k inerja sebagai bahan  pen y u su n an  LKjlP.

(4) Reviu Atas LKjlP d ilakukan  oleh APIP.

(5) G ubernur m enandatangan i LKjlP yang telah direviu oleh APIP.

(6) G ubernur bertanggung  jaw ab a ta s  kebenaran  dan  ketepatan  w aktu 
penyam paian LKjlP.

Pasal 14

(1) Form at LKjlP sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 13 tercan tum  dalam  
Lam piran XIII yang m erupakan  bagian tidak terp isahkan  dari P eraturan  
G ubernur ini

(2) LKjlP sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dilengkapi dengan lam piran 
yang terdiri a tas:

a. perjanjian  kinerja;
b. pengukuran  kinerja; dan
c. m atrik  rencana  startegis.
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Pasal 15

LKjlP yang telah d itandatangan i oleh G ubernur d ikirim kan kepada Presiden 
melalui M enteri P erencanaan  Pem bangunan N asional/K epala B adan Perencanaan 
Pem bangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan A paratur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, se rta  M enteri Dalam Negeri paling lam bat 3 (tiga) bulan  setelah 
berakhirnya T ahun  Anggaran.

Bagian Kedua 
LKjlP Instansi Pem erintah

Pasal 16

(1) Kepala In stansi Pem erintah m enyusun  LKjlP.

(2) Kepala In stansi Pem erintah bertanggung jaw ab a ta s  kebenaran  dan ketepatan  
w aktu penyam paian  LKjlP.

(3) LKjlP yang su d ah  d itandatangan i Kepala In stansi Pem erintah dilaporkan 
kepada G ubernu r m elalui Sekretaris D aerah dengan tem busan  Cq. Biro 
O rganisasi dan  Inspek to ra t D aerah paling lam bat 2 (dua) bulan setelah 
berakhirnya ta h u n  anggaran.

Pasal 17

(1) Form at Laporan sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 16 tercan tum  dalam  
Lam piran XIII yang m enjadi bagian tidak te rp isahkan  dari Peraturan  
G ubernur ini.

(2) Laporan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dilengkapi dengan 
lam piran yang terdiri atas:

a. perjanjian  kinerja;
b. pengukuran kineija; dan
c. matrik rencana strategis.

BAB VI 
REVIU LKjlP

Pasal 18

(1) APIP m elaksanakan  reviu a ta s  LKjlP.

(2) Reviu sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h a ru s  d itandatangan i oleh 
G ubernur sebelum  d isam paikan  kepada Menteri Pendayagunaan  A paratur 
Negara dan  Reformasi Birokrasi.

(3) P elaksanaan  reviu a ta s  LKjlP d ilaksanakan  sesuai ke ten tuan  pera tu ran  
perundang-undangan .
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Nomor 30 Tahun  2018 pada Lampiran I Bab II Model 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diarea 
nomor 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja tentang Perubahan 
Alas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 T ahun  2014 tentang Pedoman 
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, d ipandang 
perlu m enyusun  pedoman akuntabi l i tas  kinerja terkait dengan 
pengukuran  keberhasi lan dalam pengelolaan akuntabili tas  
kinerja;

b .  bahwa Peraturan Gubernur  Nomor 42 Tahun  2016 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan  Pelaporan Kinerja 
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur sudah  tidak sesuai  dengan ketentuan 
pera tu ran  perundang-undangan  saa t  ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan  pert imbangan sebagaimana dimaksud 
dalam h u ru f  a  dan h u ru f  b, perlu m ene tapkan  Peraturan 
G ubernur  tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 
Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten tang Pembentukan 
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,  Kalimantan 
Selatan dan  Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  1956 Nomor 65, T am bahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 106);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur 
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 
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3. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  Pem erintahan 
D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2014 
Nomor 244, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaim ana telah d iubah  beberapa kali dengan 
U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  2015 ten tang  Perubahan 
Kedua Atas U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 ten tang  
Pem erin tahan  D aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2015 Nomor 58, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5679);

4. P era tu ran  Pem erintah Nomor 8 T ahun  2006 ten tang  Pelaporan 
K euangan dan Kinerja Instansi Pem erintah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2006 Nomor 25, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. P e ra tu ran  Presiden Nomor 29 T ahun  2014 ten tang  Sistem  
A kuntab ilitas Kinerja Instansi Pem erintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 80);

6. P era tu ran  M enteri Pendayagunaan  A paratu r Negara dan  
Reformasi B irokrasi Nomor 53 T ahun  2014 ten tan g  Petunjuk  
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan  Tata Cara 
Reviu Atas Laporan Kinerja In stansi Pem erintah (Berita 
Negara Republik Indonesia T ahun  2014 Nomor 1842);

7. P era tu ran  Menteri Negara P endayagunaan  A paratur Negara 
dan  Reformasi B irokrasi Nomor 30 T ahun  2018 ten tan g  
P erubahan  Atas Peratu ran  Menteri Pendayagunaan A paratur 
Negara dan  Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 
ten tang  Pedom an Evaluasi Reform asi Birokrasi Instansi 
Pem erintah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2018 
Nomor 1220);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI 
PEM ERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam P eratu ran  G ub ern u r ini yang d im aksud  dengan:

1. D aerah adalah  Provinsi K alim antan Timur.

2. G ubernur adalah  G ubernu r K alim antan Timur.
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3. Pem erintah D aerah adalah  G ubernur sebagai u n su r  penyelenggara 
Pem erin tahan D aerah yang m em im pin pe laksanaan  u ru sa n  pem erin tahan  yang 
m enjadi kew enangan daerah  otonom  Provinsi K alim antan Timur.

4. Instansi Pem erintah adalah  u n su r  penyelenggaraan pem erin tahan  Daerah.

5. Perangkat D aerah adalah  u n su r  pem ban tu  G ubernu r dan  Dewan Perwakilan 
Rakyat D aerah dalam  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  yang m enjadi 
kew enangan D aerah.

6. Perjanjian Kinerja adalah  su a tu  pernyataan  k in e rja /k e sep ak a tan  k inerja / 
perjanjian  kinerja an ta ra  a ta san  dan baw ahan u n tu k  m ew ujudkan target 
k inerja te rten tu  b e rd asa rk an  pada sum ber daya yang dimiliki sesuai Peratu ran  
Menteri Pendayagunaan  A paratur Negara dan  Reformasi B irokrasi Nomor 53 
T ahun 2014 ten tang  Petun juk  Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata C ara Reviu A tas Laporan Kinerja Instansi Pem erintah.

7. Laporan Kinerja adalah  ik h tis a r  yang  m en je la sk a n  se c a ra  rin g k as  dan  
lengkap  te n ta n g  c ap a ia n  k inerja  yang  d is u s u n  b e rd a sa rk a n  ren c a n a  kerja  
yang  d ite ta p k a n  d a lam  ran g k a  p e la k sa n a a n  a n g g a ra n  p e n d a p a ta n  dan  
b e lan ja  d a e ra h .

8. Laporan Kinerja In stansi Pem erintah yang se lan ju tnya  disingkat LKjlP adalah  
perw ujudan kew ajiban su a tu  in stansi pem erin tah  u n tu k  
m em pertanggungjaw abkan keberhasilan /kegagalan  pelaksanaan  misi 
organisasi dalam  m encapai tu ju an -tu ju an  dan sa sa ran -sa sa ra n  yang telah 
d ite tapkan  m elalui a la t pertanggung jaw aban  secara  periodik.

9. Sistem  A kuntabilitas Kinerja Instansi Pem erintah yang selan ju tnya d isebu t 
SAKIP adalah  in stru m en  yang d igunakan  in stansi pem erin tah  dalam  m em enuhi 
kew ajiban u n tu k  m em pertanggungjaw abkan keberhasilan  dan  kegagalan 
pelaksanaan  misi organisasi, terdiri dari berbagai kom ponen yang m erupakan  
sa tu  k esa tu an , yaitu  perencanaan  strategis, pe rencanaan  kinerja, pengukuran  
kinerja, pelaporan kinerja dan  evaluasi kinerja sesuai Peratu ran  Presiden 
Nomor 29 T ahun  2014 ten tang  Sistem  A kuntab ilitas Kinerja Instansi 
Pem erintah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2014 Nomor 80).

10. A parat Pengaw as In tern  Pem erintah yang se lan ju tnya  d isingkat APIP adalah  
ap ara t yang m elakukan  pengaw asan m elalui aud it, reviu, evaluasi, 
p em an tauan , dan  kegiatan pengaw asan lain terhadap  penyelenggaraan tugas 
dan  fungsi o rganisasi pada  Perangkat D aerah Provinsi K alim antan Timur.

l l . I n d ik a to r  Kinerja U tam a yang selan ju tnya d isingkat IKU adalah  u k u ran  
keberhasilan  dari su a tu  tu ju an  dan  sa sa ran  stra teg is organisasi.

12. Rencana Kinerja T ah u n an  yang selanjunya d isingkat RKT adalah  proses 
p enyusunan  rencana  kinerja sebagai pen jabaran  dari sa sa ran  dan program  
yang  te lah  d i te ta p k a n  d a lam  R en s tra  (p e ren can a  lima tah u n ) ,  yang  a k a n  
d ilaksanakan  oleh sa tu an  o rgan isasi/k inerja  m elalui berbagai tah u n an .
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13. Rencana Pem bangunan  Jan g k a  M enengah D acrah yang selanju tnya disingkat 
RPJMD adalah  pen jabaran  dari visi, misi dan  program  Kepala D aerah yang 
penyusunannya  berpedom an pada RPJPD serta  m em perhatikan  Rcncana 
Pem bangunan Ja n g k a  M enengah Nasional.

P a sa l2

(1) P eratu ran  G ubernu r ini d im aksudkan  sebagai pedom an dalam  penyusunan  
dokum en Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

(2) P eratu ran  G ub ern u r ini b e r tu ju a n  u n tu k  m eningkatkan  akun tab ilitas, 
tran sp aran si dan  kinerja Instansi Pem erintah.

Pasal 3

Ruang lingkup dari P era tu ran  G ubernur ini terdiri atas:

a. perjanjian kinerja Pem erintah Provinsi;
b. perjanjian  kinerja bagi Pejabat Pim pinan Tinggi, Pejabat A dm inistrator, Pejabat 

Pengawas, Pejabat Fungsional dan  Pejabat Pelaksana;
c. pengukuran  kinerja;
d. laporan Kinerja; dan  
c. reviu LKjlP.

BAB II
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu 
D okum en Perjanjian Kinerja

Pasal 4

(1) Pem erintah D aerah m enyusun  dokum en Perjanjian Kinerja tingkat 
Pem erintah D aerah setelah penetapan P era tu ran  D aerah ten tang  Anggaran 
P endapatan  dan  Belanja D aerah.

(2) Dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h a ru s  
m em perhatikan:

a. rencana  pem bangunan  jangka m enengah D aerah;
b. indikator k inerja  u tam a  Pem erintah Daerah;
c. rencana  k inerja  tah u n a n  Pem erintah D aerah dan  rencana kerja 

Pem erintah D aerah; dan
d. dokum en anggaran  pendapa tan  dan belanja daerah .

(3) Dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dan 
ayat (2) m em uat pernyataan  dan lam piran form ulir yang berisi:
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a. sa sa ran  strategis;
b. IKU Pem erintah D aerah; dan
c. target kinerja, program  dan anggaran.

(4) Form at pernya taan  dan  lam piran dokum en Perjanjian Kinerja 
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3) te rcan tum  dalam  Lam piran I dan 
Lam piran II yang m erupakan  bagian tidak te rp isahkan  dari Peraturan  
G ubernur ini.

(5) Form at R encana Kinerja T ahunan  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 
h u ru f  c te rcan tu m  dari Lam piran III yang m erupakan  bagian tidak 
te rp isahkan  dalam  P era tu ran  G ubernur ini.

Pasal 5

Dokum en Perjanjian Kinerja P e m e rin ta h  D a e ra h  sebagaim ana d im aksud dalam  
Pasal 4 d isam paikan  G ubernu r kepada Presiden m elalui M enteri Pendayagunaan 
A paratur Negara dan  B irokrasi Reformasi dan  M enteri Dalam  Negeri paling lam bat 
1 (satu) bu lan  setelah dokum en anggaran  d isahkan  a ta u  setelah APBD ditetapkan.

Bagian Kedua 
Revisi Perjanjian Kinerja

Pasal 6

Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 5 d ap a t direvisi 
a tau  d isesuaikan  dalam  hal:

a. terjadi pergan tian  a ta u  m utasi pejabat;
b. p e ru b ah an  dalam  strategi yang m em pengaruhi pencapaian , tu ju an  dan 

sa sa ran  seperti p e ru b ah an  program , kegiatan dan  alokasi anggaran; d a n /a ta u
c. perubahan  prioritas a tau  asum si yang berak ibat secara  signifikan dalam  

proses pencapaian  tu ju an  dan  sasa ran .

BAB III
PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI,

PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS, PEJABAT FUNGSIONAL, DAN
PEJABAT PELAKSANA

Pasal 7

(1) Pejabat Pim pinan Tinggi, Pejabat A dm inistrator, Pejabat Pengawas, Pejabat 
Fungsional dan  Pejabat Pelaksana di lingkungan Pem erintah Daerah 
m enyusun  dokum en Perjanjian Kinerja In stansi Pem erintah setelah 
penetapan P e ra tu ra n  D aerah  te n ta n g  A nggaran  P e n d a p a ta n  d a n  Belanja 
Daerah.
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(2) Dalam pen y u su n an  dokum en Perjanjian Kinerja oleh Pejabat Pim pinan Tinggi 
sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d itandatangan i a n ta ra  Kepala Perangkat 
D aerah dengan G ub ern u r dan  an ta ra  Kepala Biro dengan Sekretaris Daerah.

(3) Dalam pen y u su n an  dokum en Perjanjian Kinerja oleh Pejabat A dm inistrator, 
Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan  Pejabat Pelaksana sebagaim ana 
d im aksud pada ayat (1) dengan keten tuan :

a. u n tu k  Pejabat A dm inistrator d itandatangan i a n ta ra  Sekretaris/K epala  
B agian/K epala B idang/K epala UPT dengan Pejabat Pim pinan Tinggi;

b. u n tu k  Pejabat Pengaw as d itandatangan i a n ta ra  Kepala Subbag/K epala 
Subb id /K epala  Seksi dengan S ekreta ris /K epala  B agian/K epala 
B idang/K epala UPT; dan

c. u n tu k  Pejabat Fungsional dan  Pejabat Pelaksana d itanda tangan i oleh a ta san  
langsungnya.

(4) Dalam p en y u su n an  dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada 
ayat (1) dan ayat (2) h a ru s  m em perhatikan:

a. RPJMD;
b. dokum en ren can a  strategis;
c. IKU Instansi Pem erintah;
d. RKT; dan
e. dokum en penganggaran d a n /a ta u  pe laksanaan  anggaran .

(5) Dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dan 
ay a t (2) m em uat pernya taan  dan lam piran form ulir yang berisi:

a. sa sa ran  strategis;
b. indikator kinerja;
c. target kinerja; dan
d. program , kegiatan dan  anggaran.

(6) Form at pernyataan  dan  lam piran dokum en Perjanjian Kinerja sebagaim ana 
d im aksud  pada ayat (5) te rcan tum  dalam  Lam piran IV sam pai dengan XIII 
yang m erupakan  bagian tidak terp isahkan  dari P era tu ran  G ubernu r ini.

(7) Form at RKT sebagaim ana d im aksud pada ayat (4) h u ru f  d tercan tum  dalam  
Lam piran XIV yang m enjadi bagian tidak te rp isahkan  dari Peraturan  
G ubernur ini.

Pasal 8

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud  pada  Pasal 7 yang telah 
d itandatangan i Pejabat Pim pinan Tinggi, Pejabat A dm inistrator, Pejabat Pengawas, 
Pejabat Fungsional, dan  Pejabat Pelaksana d isam paikan  kepada G ubernur 
melalui S ek re ta r is  D aerah  Cq. Biro O rgan isas i d a n  te m b u s a n  In sp ek to ra t  paling 
lam bat 1 (satu) bu lan  setelah  Dokum en Pelaksanaan  Anggaran Instansi Pem erintah 
d isahkan.
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Pasal 9

S asaran  dan  Indikator yang h a ru s  d im uat dalam  dokum en Perjanjian Kinerja
meliputi:

a. perjanjian kinerja Kepala Perangkat D aerah a ta u  Pejabat Pim pinan Tinggi 
m em uat sa sa ran  stra teg is Perangkat D aerah a tau  kondisi terakh ir yang 
seharusnya  terw ujud pada tah u n  yang b ersangku tan  dan  IKU yang 
m enggam barkan hasil-hasil yang u tam a dan  kondisi yang ingin diw ujudkan;

b. perjanjian  k inerja  Kepala UPT/Kepala B ag ian /B id an g /S ek re ta ris  a tau  se tara  
Pejabat A dm inistrator m em uat sasa ran  program  a tau  kondisi terakh ir yang 
seharusnya  terw ujud pada tahun  yang bersangku tan  dan Indikator Kinerja 
Program yang relevan dengan sasa ran  a tau  kondisi yang m enggam barkan hasil 
kinerja pada b idangnya/bag iannya;

c. perjanjian  kinerja Kepala Sub B ag ian /S ub  B idang /S eksi a ta u  se tara  Pejabat 
Pengawas m em uat sa sa ran  kegiatan a tau  kondisi te rakh ir yang seharusnya 
terw ujud pada  tah u n  yang bersangku tan  dan  Indikator Kinerja Kegiatan yang 
relevan dengan sa sa ran  a tau  kondisi yang ingin diw ujudkan; dan

d. Perjanjian Kinerja Ja b a ta n  Fungsional dan Ja b a ta n  Pelaksana m em uat sasa ran  
dari kondisi yang seharusnya  terw ujud dari o u tp u t rincian tugas Ja b a ta n  dan 
Indikator Kinerja Individu yang relevan dengan sa sa ran  a ta u  kondisi yang ingin 
diw ujudkan.

P a s a l10

Bagi Perangkat D aerah yang dalam  m encapai k inerjanya d idukung  oleh dana  
dekonsentrasi serta  anggaran  pendapatan  dan belanja D aerah dalam  rangka tugas 
pem ban tuan , h a ru s  m em berikan penjelasan  yang cukup  m engenai proporsi alokasi 
d an a  tersebut.

Pasal 11

Perjanjian Kinerja sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 8 d ap a t direvisi 
a tau  d isesua ikan  dalam  hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a. terjadi pergan tian  a ta u  m utasi pejabat;
b. p e rubahan  dalam  strategi yang m em pengaruhi pencapaian , tu ju an  dan  

sa sa ran  seperti p e ru b ah an  program , kegiatan dan  alokasi anggaran; d a n /a ta u
c. p e rubahan  prioritas a tau  asum si yang berak ibat secara signifikan dalam  

proses pencapaian  tu ju an  dan  sasa ran .

BAB IV
PENGUKURAN KINERJA 

Pasal 12

(1) Perjanjian Kinerja dirinci pada  R encana Aksi a ta s  Kinerja yang te rtuang  dalam  
Sistem  Aplikasi.
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(2) Pengukuran  Kinerja Pem erintah D aerah dan  Instansi Pem erintah d ilakukan 
dengan m elalui Sistem  Aplikasi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1).

(3) Pengukuran  k inerja sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) d ilakukan seeara 
berkala setiap  triw ulan dan  di akh ir tahun .

(4) Hasil pengukuran  kinerja seeara berkala sebagaim ana d im aksud pada ayat
(3) d isam paikan  kepada G ubernu r melalui S ekretaris D aerah Cq. Biro 
O rganisasi paling lam bat tanggal 10 setelah berakh irnya  triw ulan yang 
bersangku tan .

(5) Hasil pengukuran  kinerja seperti d im aksud pada ayat (4) d ilaporkan dalam  
laporan kinerja Instansi Pem erintah.

BAB V
LAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu 
LKjlP Pem erintah D aerah

Pasal 13

(1) Setiap akh ir ta h u n  Pem erintah D aerah wajib m enyusun  LKjlP.

(2) Dalam m elaksanakan  kewajiban sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1), 
G ubernur m enetapkan  Tim Penyusun LKjlP.

(3) Tim Penyusun LKjlP sebagim ana d im aksud  pada ayat (2) bertugas m engolah 
dan  m em validasi d a ta  kinerja sebagai bahan  pen y u su n an  LKjlP.

(4) Reviu Atas LKjlP d ilakukan  oleh APIP.

(5) G ubernur m enandatangan i LKjlP yang telah direviu oleh APIP.

(6) G ubernur bertanggung jaw ab a ta s  kebenaran  dan  ketepatan  w aktu 
penyam paian LKjlP.

Pasal 14

(1) Form at LKjlP sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 13 tercan tum  dalam  
Lam piran XIII yang m erupakan  bagian tidak te rp isahkan  dari Peratu ran  
G ubernur ini

(2) LKjlP sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dilengkapi dengan lam piran 
yang terdiri a tas:

a. perjanjian  kinerja;
b. pengukuran  kinerja; dan
c. m atrik  rencana  startegis.
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Pasal 15

LKjlP yang telah d itanda tangan i oleh G ubernur dikirim kan kepada Presiden 
m elalui M enteri P erencanaan  Pem bangunan N asional/K epala B adan Perencanaan 
Pem bangunan Nasional, M enteri Pendayagunaan A paratur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, se rta  M enteri Dalam Negeri paling lam bat 3 (tiga) bulan setelah 
berakhirnya T ahun  Anggaran.

Bagian Kedua 
LKjlP Instansi Pem erintah

Pasal 16

(1) Kepala In stansi Pem erintah m enyusun  LKjlP.

(2) Kepala In stansi Pem erintah bertanggung jaw ab a ta s  kebenaran  dan  ketepatan  
w aktu penyam paian  LKjlP.

(3) LKjlP yang su d ah  d itandatangan i Kepala Instansi Pem erintah dilaporkan 
kepada G ub ern u r m elalui Sekretaris D aerah dengan tem busan  Cq. Biro 
O rganisasi dan  Inspek to ra t D aerah paling lam bat 2 (dua) bulan setelah 
berakhirnya ta h u n  anggaran.

Pasal 17

(1) Form at Laporan sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 16 tercan tum  dalam  
Lam piran XIII yang m enjadi bagian tidak te rp isahkan  dari Peraturan  
G ubernur ini.

(2) Laporan sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) dilengkapi dengan 
lam piran yang terdiri atas:

a. perjanjian  kinerja;
b. pengukuran kinerja; dan
c. matrik rencana strategs.

BAB VI 
REV1U LKjlP

Pasal 18

(1) APIP m elaksanakan  reviu a ta s  LKjlP.

(2) Reviu sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h a ru s  d itandatangan i oleh 
G u b e rn u r  seb e lu m  d isa m p a ik a n  k e p ad a  Menteri P e n d a y ag u n a a n  A p ara tu r  
Negara dan  Reformasi Birokrasi.

(3) Pelaksanaan  reviu a ta s  LKjlP d ilaksanakan  sesuai ke ten tuan  pera tu ran  
perundang-undangan .
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19

Pada saat  Peraturan  G u b e r n u r  ini mulai berlaku, Peraturan G u b e rn u r  Nomor 42 
T ahun  2016 ten tang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja 
Instansi Pemerintah di l ingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita 
Dacrah Provinsi Kal imantan Timur Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan G ubernur  ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  m emerin tahkan pengundangan  Peraturan 
Gubernur  ini dengan penempatannya  dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 November 2019

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA’BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 66.

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

P E M B IN A  U TA M A  M U D A

NIP. 1 9 6 2 0 5 2 7  198503  1 00 6



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT PROVINSI

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ......
PROVINSI

Dalam rangka mewujudkan  manajemen pemerin tahan yang efektif, t ransparan  dan 
akuntabel  serta  berorientasi pada hasil, yang ber tanda  tangan di bawah ini:

Nama :

J a b a ta n  :

berjanji akan  mewujudkan target kinerja yang seharusnya  sesuai larnpiran 
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang 
telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 
jawab kami.

G ubernur

Samarinda, 28 November 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006

ISRAN NOOR



LAMP1RAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
PROVINSI

No. Sasa ran  Strategis Indikator Kinerja Target

(1J (2) (3) _______ (4J__ .. .....

Program Anggaran Keterangan
1. Rp.
2. Rp.

G ubernur

(...................................................................)

Penjelasan pengisian te rhadap  lampiran di a tas  adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasa ran  strategis Pemerintah Daerah a tau  kondisi 

terakhir yang seharusnya  terwujud pada tahun  yang bersangkutan;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja u tam a  dan indikator lain dari 

Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran  a tau  kondisi yang ingin 
diwujudkan;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan  dicapai a tau  seharusnya 
dicapai oleh Pemerintah Daerah;

5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang 
terkait dengan sasa ran  yang akan dicapai;

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan un tuk  
mewujudkan sasa ran  yang diperjanjikan.

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

Samarinda,  28 November 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006

ISRAN NOOR



LAMPIRAN 111 : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN K1NERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Provinsi / K abupaten /  Kota : (a) 
Tahun : (b)

No. Sasaran  Strategis Indikator Kinerja Target
(1) _____________ 121_____ (3) (4)

Petunjuk Pengisian:
1) Header (a) diisi nam a Pemerintah Daerah;
2) Header (b) diisi dengan ta h u n  anggaran;
3) Pada kolom (1) diisi no urut;
4) Kolom (2) diisi dengan sasa ran  strategis Pemerintah D a e r a h  sesuai 

dengan dokumen rencana  perencanaan jangka menengah;
5) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja a tas  sa sa ran  strategis dari 

Pemerintah Daerah dalam kolom (2);
6) Kolom (4) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja 

sasaran  strategis.

Samarinda,  28 November 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NGQR

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .............
NAMA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan  manajemen pemerin tahan yang efektif, 
t ransparan  dan akuntabe l  serta  berorientasi pada  hasil, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
J a b a ta n  :

Selanjutnya disebut  Pihak Pertama

Nama :
J a b a ta n  :

Selaku a ta san  Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan  mewujudkan target kinerja yang seharusnya  
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah di te tapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan  kegagalan peneapaian target kinerja Lersebut menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan m elakukan supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap  capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil t indakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 
dan sanksi.

Pihak Kedua Pihak Pertama

( (

Samarinda,  28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

P E M B IN A  U TA M A  M U D A

NIP. 1 9 6 2 0 5 2 7  19 850 3  1 0 0 6

ttd

ISRAN NOOR



LAM PI RAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANC. PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Nama Perangkat Daerah

No. Sasaran  Strategis Indikator Kinerja Target
0) (2) (3) U) _______

Program Anggaran Keterangan
1. Rp.
2. Rp.

Pihak Kedua Pihak Pertama

(..................... ) (.......................)
Penjelasan pengisian lampiran di a tas  adalah sebagai berikut  :
1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran  strategis Perangkat Daerah a tau  kondisi 

terakhir yang seharusnya  terwujud pada tah u n  yang bersangkutan;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja u tam a  dan indikator lain dari 

Perangkat  Daerah yang relevan dengan sasa ran  a tau  kondisi yang ingin 
diwujudkan;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai a tau  
seharusnya  dicapai oleh Perangkat Daerah pada tah u n  tersebut;

5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Perangkat Daerah yang 
terkait dengan sa sa ran  yang akan dicapai;

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 
u n tu k  m ew u ju d ak an  s a s a r a n  yan diperjanjikan;

7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tam bahan  yang penting, 
misalnya proporsi sum ber  dana  (APBD, APBN Dekonsentrasi  a tau  Tugas 
Pembantuan) dan hal penting lainnya.

Samarinda,  28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

H. SUROTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006

ttd

ISRAN NOOR



LAM PIR AN  VI : PERATU R AN  G U B E R N U R  K A LIM A N TA N  T IM U R  NO M O R 65

TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
TINGKAT UPT/ BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS

-Logo Lembaga-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA......
NAMA UPT/BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS

Dalam rangka m ew ujudkan  manajemen pemerin tahan  yang efektif, 
t ransparan  dan akuntabe l  serta  berorientasi pada hasil, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
J a b a ta n  :

Selanjutnya disebut  Pihak Pertama

Nama :
J a b a ta n  :

Selaku a ta san  Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan  mewujudkan target kinerja yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah dite tapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan  kegagalan pencapaian target kinerja tersebut  menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan  m elakukan supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi te rhadap  capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil t indakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 
dan sanksi.

Pihak Kedua Pihak Pertama

Samarinda, 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ISRAN NOOR

P E M B IN A  U TA M A  M U D A

NIP. 1 9 6 2 0 5 2 7  198503  1 00 6



LAM PI RAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....
NAMA UPT/BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS

No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) ___________ 13L_ __G)

Kegiatan Anggaran
1 Rp.
2 Rp.

Pihak Kedua Pihak Pertama

(................... ) (......................)

Penjelasan pengisian lampiran di a tas  adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran  program (intermediate outcome) a tau 

kondisi terakhir  yang seharusnya  terwujud pada tah u n  yang bersangkutan;
3) Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Program dan  indikator lain 

yang relevan dengan sa sa ran  a tau  kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai a tau 

seharusnya  dicapai oleh J a b a ta n  Administrator (Program) pada tahun  
tersebut;

5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang menjadi tanggung 
jawab Ja b a t a n  Administrator yang terkait dengan sasa ran  yang akan 
dicapai;

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 
u n tu k  m ew u ju d ak an  program yang diperjanjikan.

Samarinda,  28 November 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ISRAN NOOR

H. SURDTO, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG/ SEKSI

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...................
NAMA SUB BAGIAN/ SUB BIDANG/ SEKSI

Dalam rangka mewujudkan  manajemen pemerin tahan yang efektif, 
t ransparan  dan akuntabel  serta berorientasi pada hasil, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
J a b a ta n  :

Selanjutnya disebut Pihak Pcrtama

Nama :
J a b a ta n  :

Selaku a tasan  Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan  mewujudkan target kinerja yang seharusnya  
sesuai lampiran perjanjian ini da lam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah dite tapkan dalam dokum en perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan  melakukan  supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi te rhadap  capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil t indakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 
dan sanksi.

Pihak Kedua Pihak Pertama

( )

Samarinda,  28 November 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ltd

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

P E M B IN A  U TA M A  M U D A
NIP. 1 9 6 2 0 5 2 7  198503  1 0 0 6

ISRAN NOOR



LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..............
NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI

No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) H)

Sub Kegiatan Anggaran
1. Rp.
2. Rp.

Pihak Kedua Pihak Pertama

Penjelasan pengisian lampiran di a tas  adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran  kegiatan (output) a tau  kondisi terakhir 

yang seharusnya  terwujud pada tahun  yang bersangkutan;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu/Kegiatan yang 

relevan dengan sasa ran  a tau  kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai a tau  

seharusnya  dicapai oleh Jab a ta n  Pengawas;
5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab J a b a t a n  Pengawas yang terkait dengan sasaran  yang akan dicapai;
6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan 

u n tu k  m ew ujudkan  s a sa ra n  yang diperjanjikan.

Samarinda,  28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

P E M B IN A  U TA M A  M U D A

NIP. 1 9 6 2 0 5 2 7  198503  1 0 0 6



LAM PI RAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPQRAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LING RUNG AN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...........
NAMA JABATAN FUNGSIONAL

Dalam rangka m ewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 
t ransparan  dan akuntabe l  serta berorientasi pada hasil, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
J  aba tan :

Selanjutnya disebut  Pihak Pertama

Nama :
J a b a ta n  :

Selaku a ta san  Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan  mewujudkan target kinerja yang seharusnva  
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah dite tapkan dalam dokumen perencanaan.  
Keberhasilan dan  kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggung jaw ab kami.

Pihak Kedua akan m elakukan supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap  capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil t indakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 
dan sanksi

Pihak Kedua Pihak Pertama

( ) (

Samarinda,  28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

P E M B IN A  U TA M A  M U D A

NIP. 1 9 6 2 0 5 2 7  198503  1 00 6

ttd

ISRAN NOOR



LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....
NAMA JABATAN FUNGSIONAL

No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

Pihak Kedua Pihak Pertama

)

Penjelasan pengisian lampiran di a tas  adalah scbagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran  dari kondisi yang seharusnya  terwujud 

dari ou tpu t  rincian tugas Jaba tan ;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu yang relevan dengan 

sasaran  a ta u  kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai a tau  

seharusnya  dicapai oleh Pemangku Jab a tan  Fungsional.

Samarinda,  28 November 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NGOR

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
JABATAN PELAKSANA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...........
NAMA JABATAN PELAKSANA

Dalam rangka m ewujudkan manajemen pcmerin lahan yang efektif, 
t ransparan  dan akuntabe l  serta berorientasi pada hasil, kami yang 
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
J a b a ta n  :

Selanjutnya disebut  Pihak Pertama

Nama :
Ja b a ta n  :

Selaku a ta san  Pihak Pertama, selanjutnya disebut  Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan  mewujudkan target kinerja yang seharusnva  
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah dite tapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut  menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan  melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap  capaian kinerja dari perjanjian ini dan 
mengambil t indakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan 
dan sanksi.

Pihak Kedua Pihak Pertama

(

Samarinda,  28 November 2019

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

P E M B IN A  U TA M A  M U D A

NIP. 1 9 6 2 0 5 2 7  19 850 3  1 0 0 6

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR



LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PE LA PG RAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .... 
NAMA JABATAN PELAKSANA

No. Sasaran In d ika to r K inerja Target

(1) to

J

_______  (3)_________ (4)

!

Aktivitas /  Proses

2 .

Pihak Kedua Pihak Pertama

(

Penjelasan pengisian lampiran di a tas  adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan Sasaran  aklivitas kondisi yang seharusnya 

terwujud dari ou tpu t  rincian tugas Jaba tan ;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator Kinerja Individu yang relevan dengan 

sasa ran  a tau  kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dieapai a tau  

seharusnya  dieapai oleh Pemangku Jab a tan  Pelaksana.
5) Pada kolom Aktivitas/proses diisi dengan akt iv i tas /proses  kegiatan un tu k  

mewujudkan sa sa ran  yang diperjanjikan.

Samarinda,  28 November 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

P E M B IN A  U TA M A  M U D A
NIP. 1 9 6 2 0 5 2 7  198503  1 0 0 6



LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN 
INSTANSI PEMERINTAH

Instansi Pemerintah : (a)
Tahun : (b)

No. Sasa ran  Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) __________ (3L (4)

Petunjuk Pengisian:
1) Header (a) diisi n a m a  Instansi  Pemerintah;
2) Header (b) diisi dengan tah u n  anggaran;
3) Pada kolom (1) diisi no urut;
4) Kolom (2) diisi dengan sasa ran  strategis Instansi Pemerintah sesuai  dengan 

dokumen rencana  perencanaan  jangka menengah;
5) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja a tas  sa sa ran  strategis dari Instansi 

Pemerintah
6) Kolom (4) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator 

kinerja sasaran.

Samarinda,  28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65 
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN 
KINERJA DAN PELAPORAN K1NERJA INSTANSI PEMERINTAH 
DI_LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI

Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan um um  organisasi,  dengan 
penekanan  kepada aspek strategis organisasi scrta permasalahan 
u tam a (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan r ingkasan / ikh t isa r  perjanjian kinerja tahun 
yang bersangkutan .

Bab III Akuntabil itas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub  bab ini disajikan capaian kinerja organisasi  u n tu k  setiap 
pernyataan kinerja sasa ran  strategis Organisasi sesuai  dengan 
hasil pengukuran  kinerja organisasi.

B. Analisis Capaian Kinerja
Untuk setiap pernyataan kinerja sasa ran  strategis tersebut  
di lakukan analisis  capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan an ta ra  target dan realisasi kinerja tahun  ini;
2. Membandingkan an ta ra  realisasi kinerja serta capaian kinerja 

t a h u n  ini dengan tahun  lalu dan beberapa tah u n  terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun  ini 

dengan target jangka menengah vang terdapat  dalam 
dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun  ini dengan s tandar  
nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasi lan /kegagalan  a tau
p e n in g k a tan /p en u ru n a n  kinerja serta alternative solusi yang 
telah dilakukan;

6. Analisis a ta s  efisiensi penggunaan sum ber  daya;
7. Analisis program/kegia tan yang m enunjang  keberhasilan 

a ta u p u n  kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
C. Realisasi Anggaran

Pada sub  bab ini diuraikan realisasi anggaran yang Digunakan 
mewujudkan  dan yang telah digunakan sesuai  u n tu k  dengan 
kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup
Pada bab ini d iuraikan simpulan u m u m  a tas  capaian kinerja 
organisasi serta  langkah di masa  mendatang yang akan dilakukan 
organisasi u n tu k  meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:
1) perjanjian kinerja;dan
2) lain yang dianggap perlu.

Salinan sesuai  dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BI HUKUM,

H.SUROTO,SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda,  28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd

ISRAN NOOR


